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Salinan PUTUSAN
Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.JU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah
menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:
XXXXXXXXXXXXXXX. S, tempat tanggal lahir, Jakarta, 05 Januari 1977, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
NIK. XXXXXKXXXXXXXKX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada  xxxxxxxxxxsebagai
Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 24 Februari 1973, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2023,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal
30 Januari 2023 dalam register perkara Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.JU, telah
mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal 28 Mei 2000 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta,
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sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor
XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 Mei 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara. Dan saat ini
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan alamat sebagaimana
tersebut di atas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga
orang anak yang bernama :

= XXXXXXXXXXXXxxX(L) Lahir di Jakarta, 23 Januari 2001;

= XXXXXXXXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta, 03 April 2004;

= XXXXXXXXXXXXXXX(L) Lahir di Jakarta, 13 November 2008;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-
isteri, akan tetapi sejak bulan November tahun 2019, Penggugat dengan
Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan
sulit didamaikan yang disebabkan antara lain:
a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan tidak pernah

mendengar pendapat Penggugat sebagi istri;
b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak Desember 2020 sampai

saat ini;
4, Bahwa Penggugat sudah
berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta
saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat
tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga Tergugat pun sudah berusaha
mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat
telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2022, yang akibatnya Penggugat
dan Tergugat pisah rumah dan masing masing bertempat tinggal di alamat
sebagaimana tersebut di atas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan
baik lahir maupun batin;
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6. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup
rukun dan tentram dalam mabhligai rumah tangga, dengan keadaan yang
sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam
membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak
sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga denganTergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat ( XXXXXXXXXXXXXxX ) terhadap
Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXXX. S );

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023,
Penggugat hadir menghadap di muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa
Hukum Penggugat, xxxxxx yang beralamat di Jalan Plumpang Semper, No.20-
21, Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Januari
2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara
dengan Nomor : 83/SK-Kh/2023/PA.JU, tanggal 07 Februari 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan
persyaratan sebagai Kuasa Hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan
mengizinkan Kuasa Hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam
persidangan;

Bahwa pada sidang pertama tersebut di atas Tergugat hadir secara pribadi

menghadap di muka sidang;
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Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim tentang mediasi, Penggugat
dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi
dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang
Penjelasan Mediasi, tertanggal, 07 Februari 2023, yang ditandatangani oleh
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat
untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan
Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Jakarta
Utara, bernama Drs. Sarnoto, M.H, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor
338/Pdt.G/ 2023/PA.JU, tanggal 07 Februari 2023;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023,
Penggugat yang didampingi Kuasa Hukum Penggugat hadir menghadap di
muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan
Berita Acara Sidang Nomor 397/Pdt.G/ 2023/PA.JU, tanggal 15 Februari 2023,
Tergugat telah diperintahkan untuk hadir menghadap di muka sidang secara
resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sabh;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal
14 Februari 2023, yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023,
Penggugat yang didampingi Kuasa Hukum Penggugat hadir menghadap
di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan

Halaman 4 dari 16. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan Tergugat Nomor 338/Pdt.G/ 2023/PA.JU, tanggal 15 Februari
2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sabh;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan
Penggugat Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 26 Januari 2023, dalam
sidang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan
semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak
dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, Penggugat telah
mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor
XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 28 Mei
2000; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan
dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Xooaxxxxxxxxxxxtempat tanggal lahir, Jakarta, 24 Februari 1984, agama

Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta

Utara;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
adik kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami
istri, menikah pada tahun 2000 di Tanjung Priok, Jakarta Utara,;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan November tahun 2019 keadaan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak
menghargai pendapat Penggugat;

- Bahwa setahu saksi penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah
terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi mendengar ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah
sejak bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang ini;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk berdamai
oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 12 Juni 1979, agama

Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX,

Kota Jakarta Pusat;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
teman dekat Penggugat selama lebih kurang dua puluh tahun;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami
istri, menikah pada tahun 2000 di Tanjung Priok, Jakarta Utara,;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak lebih kurang tiga tahun lalu keadaan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau
mendengar dan menghargai pendapat Penggugat;

- Bahwa setahu saksi penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah
terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi mendengar ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
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- Bahwa setahu saksi sejak lebih kurang tiga tahun lalu Penggugat dengan
Tergugat sudah berpisah rumah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk berdamai
oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon
putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan
Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku, vide Pasal 123 HIR. Juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukkan kuasa
sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina
rumah tangganya, tetap tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis
Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, Mediator
telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan tidak berhasil
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mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam perceraian namun terdapat
kesepakatan tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk
melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan November tahun 2019 terjadi
percekcokan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan tidak
pernah mendengar pendapat Penggugat sebagi istri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak Desember 2020

sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat
tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap
ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak
ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut
dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap
mengakui semua dalil gugatan Penggugat; Namun tidak serta merta gugatan
Penggugat dapat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara
perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan
besar (de groten langen), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang
kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) dan dua orang
saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat
gugatan dan keterangan dua orang saksi Penggugat khusus tentang tempat
tinggal Penggugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum
Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karenannya gugatan Penggugat telah
sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara,
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
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3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (bukti P), Majelis Hakim
menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah
sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat
bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan
materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah
berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata, dan terbukti
Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan
belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai
hak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni
keluarga dan orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di
persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri
karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya,
dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung
gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat
formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan
keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta
yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan November tahun 2019 yang menyebabkan
ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang Penggugat
dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan
kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri;
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Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ( Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ), disebutkan salah satu alasan perceraian
adalah : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum
bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya
perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan
atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan
tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan
rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara
pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras,
tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak
saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk perselisihan dan
pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang
berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu
tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November tahun 2019
telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang
terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi
pada bulan Februari tahun 2022, yakni Penggugat dengan Tergugat berpisah
tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan
terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri
Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu

Halaman 10 dari 16. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang abstrak dan bersifat asumtif-prediktif yang dapat ditarik dan disimpulkan
dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/AG/1998, yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta
hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan
maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan
Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak berhasilnya
upaya-upaya keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan
upaya damai dari Mediator, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa
( broken marriage ), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah, vide
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT

dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :
°_,s & e F s s w A= T T
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EF  —11 4 . = CW_® e - “|-= T
lead S 9 Ol Ddal>55 6350 oSy Jz>5 gld|
B @ w
(J_S}g’ DPD_S-“J

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dinilai antara

Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
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membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi
dengan sempurna;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 404.K/AG/2000, tanggal
27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang
diikuti dengan berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan
sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, sedangkan pihak keluarga telah
berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya,
menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi
menyatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni
1996, menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa
penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,
tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu
masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal
5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci ( mitsagan
ghalidzan ), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa
yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana
Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahligai
perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi
untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan
diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami
istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan,
sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber
perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak,
termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan
manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena
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itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif
pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus
berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara
salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus
perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya
menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan
tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar
di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada
manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat
didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara
perceraian sifatnya relatif, dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah
pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak
di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah,
dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan
bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak
Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan
Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup
terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci
Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut
di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat ( keburukan ) dari
pada mashlahat ( kebaikan ), diantaranya penderitaan batin yang
bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus
didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul figh
yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wa An-Nazhoir, hal. 62, yang diambil alih

menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :
tdlaol > Gle p%io sawlioll £ )5

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis
Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar
dari mafsadat ( keburukan ) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini
benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini
diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah fihak,
keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung
tentang keputusan yang telah diambilnya, dan memungkinkan keduanya bisa
menyadari kesalahannya masing-masing, kemudian berdamai kembali atau
sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi
kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis
Hakim berpendapat perlu mencantumkan dalil fighiyah, yang diambil alih
menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

o lall ade Glla gl azeidl &k, pos ikl ols
]

Artinya : Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka
Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan
Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat ( XXXXXXXXXXXXXXX ) terhadap

Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXXX. S );
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Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Batam adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri ( Penggugat ) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya ( Tergugat ), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( XXXXXXXXXXXXXXX )

terhadap Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXXX. S );

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp395.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Ahd.
Syarwani, sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, S.H., M.H dan Bustanuddin
Bahar, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Patimah, S.Ag. sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat,

diluarhadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Drs. Amri, S.H., M.H Drs. Ahd. Syarwani
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
ttd

Bustanuddin Bahar, S.Ag
Panitera Pengganti,

ttd

Patimah, S.Ag
Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00
- PNBP Panggilan Penggugat : Rp10.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat : Rp10.000,00
- Redaksi : Rpl10.000,00
- Meterai . Rpl10.000.00

Jumlah : Rp395.000,00
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



